
  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR   7  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BLORA  

NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2012  

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora 

Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 40 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah dan 

disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blora; 
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Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049);  

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 40 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 41); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 26 TAHUN 

2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2012 

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 39 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 

6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Blora: 

a. Nomor 2 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014  

Nomor 2); 

b. Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 

Nomor 13); 

c. Nomor 40 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 

Nomor 41); 

diubah sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat 

mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN, atau 

SKPDLB yang tidak benar. 

(2) Bupati dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 

pertimbangan: 

a. kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan Objek 

Pajak, meliputi: 

1. bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara 

lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan, dan tanah longsor; atau 

2. sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit 

tanaman, dan/atau wabah hama tanaman; 

b. kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab 

akibat tertentu, meliputi: 

1. untuk Wajib Pajak orang pribadi, meliputi : 

a) Objek Pajak yang terdaftar atas nama Wajib Pajak yang 

berstatus sebagai veteran pejuang kemerdekaan, veteran 

pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, 

atau janda/dudanya; 

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ 

perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas serta 

terdaftar atas nama Wajib Pajak yang berpenghasilan 

rendah; 

c) Objek Pajak yang terdaftar atas nama Wajib Pajak yang 

berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajak sulit 

dipenuhi; dan/ atau 

d) Objek Pajak yang terdaftar atas nama Wajib Pajak 

berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per 

meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan 

dan dampak positif pembangunan; 
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2. untuk Wajib Pajak badan, yaitu Objek Pajak yang terdaftar atas 

nama Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan 

likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat 

memenuhi kewajiban rutin; 

c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau 

pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan. 

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat 

melakukan pengurangan pajak dalam bentuk pemberian stimulus pajak 

pada setiap Wajib Pajak. 

(4) Besaran stimulus pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. 

(5) Pemberian stimulus pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 4 Pebruari 2020 

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 4 Pebruari 2020  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 7  

 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. 

NIP. 19760905 199903 2 004 

 

 

 

 

 


